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BUPATI WAKATOBI, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi, sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Wakatobi, maka untuk suksesnya 
pelaksanaan urusan pemerintahan dan tu gas 
pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Wakatobi, perlu dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Wakatobi; 

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dibentuk berdasarkan 
kebutuhan, beban kerja dan rentang kendali di wilayah 
kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Wakatobi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima.oa 
dimaksud dalam. huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Wakatobi; 

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenta.ng Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagairnana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433.9); 

3. Undang-Undang Perikana.n Notnor 31 Tahun 2004 
ten tang Perikanan (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4433} 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang 
Unda.ng Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perika.na.n 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5073~ 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844}; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koorclinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 

S. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Wakatobi. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten. 

8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Wakatobi. 

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kelau tan dan Perikanan Kabupaten 
Waka to bi. 

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada UPTD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional 
pada UPTD Kelau tan dan Perikanan yang ada di wilayah kecam.atan. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KER..JA UNIT PELAK.SANA 
TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN 
WAKATOBI. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjacli Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tabun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
'fahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19); 

13. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan 
Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan 
P~merintah Kabupaten Wakatobi; 

3 



Hkmsetdau/ktb 013210 

Bagi.an Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 5 

( 1) Kepala UPTD melaksanak.an sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
mengkoordiasikan dan melaksanakan urusan dibidang kelautan dan 
perikanan meliputi. pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, 
pembinaan usaha dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan 
sumberdaya kelautan dan perikanan. 

Pasal 4 

Wilayah kerja UPTD Kelautan dan Perikanan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( ll meliputi: 
a. UPTD Pulau Kaledupa meliputi Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan 

Kaledupa Selatan; 
b. UPTD Pulau Tomia meliputi Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia 

Timur;dan 
c. UPTD Pulau Binongko meliputi Kecamatan Binongko dan Kecamatan 

Togo Binongko. 

Pasal 3 

(1) Kedudukan UPTD Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 yairu: 

a. UPTD Pulau Kaledupa bertempat di Ambeua Kecamatan Kaledupa; 
b. UPTD Pulau Tomia bertempat di Usuku Kecamatan Tomia Timur; 

dan 

c. UPTD Pulau Binongko bertempat di Rukuwa Kecamatan Binongko. 
(2) UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Wakatobi. 
(3) UPTD Kelautan dan Perikanan dipimpi.n oleh seorang Kepala UPTD 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan dan Wilayah Kerja 

BAB ID 
KEDUDUKAN, Wll.AYAH KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini clibentuk UPTD Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Wakatobi sebagai berikut: 

a. UPTD Kelautan dan Perikanan PuJau Kaledupa; 
b. UPTD KeJautan dan Perikanan Pulau Tornia; dan 

c. UPTD Kelautan dan Perikanan Pulau Binongko. 

BABil 
PEMBENTUKAN 
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Pasal 7 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleb seorang Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPTO. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) 
mernpunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam. perigelolaan 
administrasi UPTD, perencanaan, penyusunan, ketatausahaan, 

Bagian Ketiga 
Sub Bagi.an Tata Usaha 

Pasal 6 
( l) Susunan Organisasi UF'I'D terdiri atas : 

a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Wakatobi sebagaimana tercanrum dalam Lampiran Peraturan Bupati 
in i, yang me~pakan bagian yang tidak terpisahkan; 

Bagi.an Kesatu 
Susunan Organisasi 

BAB IV 
ORGANISASI 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja di bidang pengawasan 
sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat serta pengelolaan sumberdaya kelautan clan perikanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan, pem.antauan dan 
pengevaluasian seluruh tugas-tugas UPTD dan kegiatan clibidang 
keiautan dan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat; 

c. pengumpulan data perencanaan, perumusan, penyusunan program, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk menjadi bahan kebijakan 
Kepala Dinas; 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

(2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada.ayat 
( l) secara administrasi d an teknis operasional bertan.ggu.ng j awab 
kepada Kepala Dinas serta berkoordinasi dengan Camat. 

(3) Melaksanaan tugas la.in yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerjanya, an.tar 
UPTD, unit kerja lainnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di 
wilayah kerjanya. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 9 
Pejabat fungsional mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melakukan kegiatan penyuluhan/ pendampingan kelompok pelaku 
utama dan peJaku usaha [Nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar) 
sesuai dengan Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan yang ctisusun 
berdasarkan Program Penyuluhan Perikanan; 

b. mengidentifi.kasi data dasar di wilayah kerja penyuluhan perikanan 
(pelaku utama, kelompok pelaku utama/usaha, luas lahan, potensi 
wilayah , sarana prasarana, tingkat ekonomi/sosial dan permasalahan); 

c. menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama perikanan; 
d. menumbuh kernbangkan jiwa kepernimpinan dan kewirausahaan 

pelaku u tama; 

e. rnempersiapkan agen perubahan di kawasan potensi perikanan; 

f. rnelakukan pencatatan dan pelaporan data kegiatan usaha. 

Bagian Keempat 
Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub 
Bagian Tata Usaha menye1enggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha; 
b. penyusunan rencana strategis UPTD~ 
c. penyusunan program kerja UPTD~ 

d. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan dan perlengkapan; 

e. pengurnpulan dan pengelolaan data laporan hasil kegiatan UPTD; 
f. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPTD; 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD; 

administrasi kepegawaian, administrasian keuangan, perlengkapan dan 
ru mah tangga. 

(3} Menyusun dan membuat Iaporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja 
UPTD; 
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Pa.sat 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Pasal 15 

Hal-hal yang belum d.iatur dalarn Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya ditetapkan Iebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BAB (X 
PENUTUP 

Pasal 14 

11) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} 
serta penerirnaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) UPTD dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Jabatan struktural pada UPfD terdiri dari : 

a. Kepala UPTD adalah eselon IV /a. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV /b; 

BABVIl 
ES ELON 

Pasal 12 

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usah.a dan Kelompok jabatan 
fung.sionaJ UPTD, d.iangkat dan d.iberhentikan oleh Bupati atas usu1 Kepala 
Dinas rnelalui Sekretaris Daerab berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

BABVl 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 11 

( l J Kepala UPTD wajib memberikan pernbinaan dan bimbingan terhadap 
bawahannya, 

(2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka 
Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 
(satu) tingkat di bawahnya sebagai pelaksana tugas. 
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BERlTA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR: 

SUDJITON 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

~?==> 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
padatanggal 2013 

BUGUA 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal, ,2013 

BuPATI WAKATOBI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 
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BUPATI WAKATOBI 

KEPALA UPTD 

I 
KEPALA SUB BAGIAN 

KEPEGAWAlAII 

JABATA.N 

FUNGSIONAL 

KABUPATEN WAKATOBI 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAUTAN DAN PERIKANAN 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI WAKATOBJ 
NOMOR TAHON 2013 
TANGGAL 2013 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN 
WAKATOBI 


